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Abstract
The increase with the continuous increase in population in Indonesia, the availability of various life-supporting facilities has also increased. This is what encourages the Government and the private sector to always create innovations to meet the needs of the community in the field of development, especially residential buildings, but in buying and selling between consumers and developers, the developer is in default, causing disputes regarding the delay in handing over the house by the party. developer. The problem is whether the decision Number 930 K / Pdt.Sus-BPSK / 2016 has protected the consumer in accordance with the Consumer Protection Law and What is the Judge's Consideration in deciding the decision case Number 930 K / Pdt.Sus-BPSK / 2016 regarding the delay in submission house building by the developer. In analyzing the author uses the type of juridical empirical research and is descriptive analytical and the legal basis refers to the UUPK. The conclusions are 1. Consumer rights have been partially protected and / or can be said not completely, in the process through legal channels, 2. The judge's consideration in this decision only confirms the decision of the Consumer Dispute Resolution Board regarding the fulfillment of consumer rights because the verdict has been made a pledge.

Keyword : Consumer Protection and breach of contract.

Abstrak
Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yang berlangsung terus menerus maka ketersediaan berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan juga mengalami peningkatan. Hal ini yang mendorong pihak Pemerintah maupun Swasta untuk selalu menciptakan inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan khususnya Bangunan Rumah Tinggal, akan tetapi dalam jual beli antara pihak konsumen dengan developer, pihak developer melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan persengketaan terkait adanya keterlambatan penyerahan bangunan rumah oleh pihak developer. Adapun permasalahannya adalah apakah putusan Nomor 930 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 telah melindungi pihak konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam memutus kasus putusan Nomor 930 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 terkait adanya keterlambatan penyerahan bangunan rumah oleh pihak developer. Dalam menganalisa penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dan bersifat Deskriptif Analitis serta landasan hukumnya mengacu pada UUPK. Adapun kesimpulannya adalah 1. Hak konsumen telah dilindungi sebagian dan/atau dapat dikatakan tidak secara menyeluruh, dalam proses melalui jalur hukum, 2. Pertimbangan Hakim dalam putusan ini hanya menegaskan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terkait pemenuhan hak konsumen karena putusan tersebut sudah ikrar. 

Keyword : Perlindungan Konsumen dan Wanprestasi.




A. Pendahuluan
		Indonesia sebagai Negera merdeka sebagaimana tertuang dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan Negara Republik Indonesia untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Santoso, 2012).
		Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yang berlangsung secara terus menerus maka ketersediaan berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan masyarakat juga mengalami peningkatan. Hal ini yang mendorong pihak Pemerintah maupun Swasta untuk selalu menciptakan inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan khususnya Bangunan Rumah Tinggal. Bangunan Rumah Tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat dibutuhkan sampai dengan saat ini, selain menjadi kebutuhan dasar manusia, Bangunan Rumah Tinggal dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap adanya kemungkinan terjadinya gangguan terhadap manusia, baik gangguan yang berasal dari alam maupun dari sesama makhluk hidup dan kini pandangan tentang Bangunan Rumah Tinggal telah mengalami pergeseran, tidak hanya sebagai kebutuhan dasar saja yang berfungsi sebagai media yang memberikan perlindungan, namun Bangunan Rumah Tinggal menjadi gaya hidup (lifestyle), yang menunjukkan karakteristik atau jati diri pemiliknya.
		Bangunan rumah tinggal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman yang tertuang dalam pasal 21 ayat (1) terdapat 5 jenis rumah yaitu rumah swadaya, rumah umum, rumah khusus, rumah komersial dan rumah Negara.
		Salah satu jenis rumah yang paling banyak dibangun saat ini adalah jenis rumah komersial baik yang dibangun oleh Pihak Pemerintah maupun Pihak Swasta yang diperuntukkan untuk berbagai kalangan dan dijual ke masyarakat luas dengan cara pembayaran tunai dan pembayaran secara angsuran atau kredit melalui bank yang sudah memiliki kerjasama dengan pihak pengembang. Kredit merupakan bentuk penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yaitu mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Hartanto, 2015).  
[bookmark: _GoBack]		Pembelian barang secara kredit dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap suatu barang, khususnya di bidang properti karena mayoritas orang yang melakukan transaksi jual beli bangunan rumah tinggal melakukan transaksinya dengan cara kredit sesuai peraturan yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun turutannya mengenai kredit tersebut, baik aturan mengenai pembayaran uang muka, prosedur kredit, sampai dengan penyerahan bangunan oleh pihak Developer. Bagi pihak yang melakukan jual beli unit Bangunan Rumah Tinggal secara kredit akan memperoleh perlindungan hukum apabila para pihak tersebut mempunyai bukti tertulis dalam suatu ikatan perjanjian jual beli perumahan secara kredit. 
		Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berarti bahwa bersangkutan haknya dijamin dan dilindungi oleh hukum atau undang-undang (Floranta, 2014). Sedangkan Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Subekti, 2005).
		Dalam perjanjian jual beli terdapat 3 pihak yang saling berhubungan. yaitu pihak debitur, pihak kreditur dan pihak ketiga. Kreditur berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang yang mempunyai piutang, Debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang atau orang yang mempunyai utang. (Kusumasari, 2012) Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung ulang debitur (pengusaha perumahan) kepada kreditur. Pihak pengusaha perumahan memberikan jaminan sertifikat rumah kepada bank sebagai agunan atas pemberian kredit yang diberikan kepada pihak bank kepada nasabah.		
		Akan tetapi pada faktanya pelaksanaan kredit kerap menimbulkan suatu perselisihan atau sengketa antara para pihak, seperti terjadinya wanprestasi, baik dari pihak debitur maupun pihak kreditur, yang mengakibatkan proses transaksi jual beli menjadi terhambat. Dan salah satunya seperti yang terjadi pada kasus wanprestasi Pihak Developer yaitu PT. JAYA REAL PROPERTY Tbk, terhadap debitur MK (nama inisial) yang kini kasusnya sudah ditangani hingga tingkat kasasi. Bahwa dalam kasus tersebut terjadi keterlambatan penyerahan Bangunan Rumah Tinggal oleh pihak developer yang tidak sesuai dengan perjanjian, sehingga merugikan MK (nama inisial) sebagai konsumen yang telah memenuhi kewajibannya.

B. Metode Penelitian
		Metode Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris yaitu sebuah penelitian yang dilakukan baik melalui penelitian Normatif atau Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan melalui buku-buku, literatur, media cetak dan elektronik, peraturan perundang-undangan serta makalah-makalah yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti maupun Penelitian Empiris atau penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang akurat. Sifat penelitian dalam penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai azas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendasari penelitian, dan hasilnya dianalisis untuk memperoleh gambaran tentang masalah-masalah yang sedang diteliti untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang benar secara ilmiah.Adapun sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari sumber Data primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui informasi langsung atau responden dalam bentuk dokumen dari Pengadilan Negeri. Dan sumber Data Sekunder yaitu data pendukung data primer yang diperoleh dari bahan-bahan, kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku serta website khususnya yang berkaitan dengan permasalahan (Sunggono, 2006).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
		Hukum perlindungan konsumen dalam banyak aspek berkolerasi erat dengan hukum-hukum perikatan perdata, tidak berarti hukum perlindungan konsumen semata-mata termasuk dalam hukum perdata. Ada aspek-aspek hukum perlidungan konsumen yang berada dalam hukum publik, terutama hukum pidana dan hukum administrasi Negara. Jadi tepatnya hukum perlindungan konsumen ada di wilayah hukum privat (perdata) dan di wilayah hukum publik (Shidarta, 2004).
		Dalam hukum perdata, adanya asas kebebasan berkontrak (partij autononie) mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan keperdataan melakukan jenis-jenis perjanjian baru. Dalam hukum perlindungan konsumen, aspek perjanjian ini merupakan faktor yang sangat penting, walaupun bukan faktor mutlak yang harus ada (Rosmawati, 2018). 
		Dalam hukum perlindungan konsumen, unsur perjanjian mutlak harus ada terlebih dahulu, barulah konsumen dapat memperoleh perlindungan yuridis dari lawan sengketanya. Adanya hubungan hukum berupa perjanjian tertentu saja sangat membantu memperkuat posisi konsumen dalam berhadapan dengan pihak yang merugikan hak-haknya.
      Kewajiban yang dinamakan prestasi dan agar perjanjian itu dapat terpenuhi sesuai harapan kedua pihak, masing-masing pihak perlu memiliki iktikad baik untuk memenuhi prestasinya secara tanggung jawab. Dan peranan hukum untuk memastikan bahwa kewajiban memang dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai kesepakatan semula. Maka jika terjadi pelanggaran dari kesepakatan atau yang lazim disebut wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhannya berdasarkan perjanjian.
· Pengertian Wanprestasi
Wanprestasi atau wanprestatie berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang – Undang (Setiawan, 2007).  
Pengertian wanprestasi juga lebih dipahami bahwa sama seperti ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.
· Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi adalah “ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi” (Prodjodikoro, 1999).
· Menurut Subekti wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :
a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan (Subekti, 1970).
Maka wanprestasi memiliki pengertian bahwa seorang “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam pejanjian”. Wanprestasi ini dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:
a. Kesengajaan;
b. Kelalaian;
c. Tanpa Kesalahan (Subekti, 1970);
Berdasarkan prinsip perlindungan bagi pihak yang dirugikan, kreditur atau pihak yang merasa dirugikan karena debitur dalam melakukan wanprestasi dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu antara lain : 
a. Pemenuhan perikatan;
b. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
c. Ganti kerugian;
d. Pembatalan perjanjian timbal balik;
e. Pembatalan dengan ganti kerugian (HS, 2013).
Salah satu kasus yang terjadi mengenai Wanprestasi ini seperti yang terjadi pada kasus Putusan Nomor  930 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 yaitu :
Transaksi jual beli yang terjadi antara MK dengan PT. JRP sampai dengan kedua belah pihak sepakat membuat suatu perjanjian dan perjanjan yang kedua belah pihak laksanakan tidak dapat mencapai prestasi dan pihak yang merasa dirugikan membawa permasalahan ini sampai dengan ke muka Pengadilan yang kronologisnya akan diuraikan sebagai berikut :
1) PT. JRP merupakan perusahaan ternama yang mana perusahaan ini melakukan kegiatan usahanya dalam bidang property kawasan elit di Kota Tangerang Selatan, Banten. Wilayah tempat properti yang dibangun oleh PT. JRP ini berdiri di kawasan yang strategis, segala fasilitas dan bentuk hunian yang ditawarkan PT. JRP ini cukup membuat para konsumen ingin memiliki hunian yang dibangun oleh PT. JRP ini;
2) MK tertarik untuk membeli salah satu hunian yang dibangun oleh developer PT. JRP, maka pada akhirnya MK dan PT. JRP sepakat antara keduanya mengikatkan diri mereka untuk membuat perikatan yang tertuang dalam sebuah perjanjian jual beli, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 0328/JRP/BJ/2013 tertanggal 27 Mei 2013 (untuk selanjutnya di sebut PPJB).
3) PPJB yang dibuat oleh PT. JRP ini memuat dan/atau mengatur hal-hal yang meliputi kesepakatan kedua belah pihak meliputi harga jual beli, akibat hukum dari perjanjian apabila salah satu pihak lalai, waktu penyerahan bangunan rumah dari pihak developer kepada pihak konsumen, kewajiban-kewajiban pihak developer maupun konsumen dan hak-hak dari kedua belah pihak baik itu pihak developer maupun pihak konsumen;
4) Maka sejak tanggal PPJB itu dibuat MK membayarkan kewajiban-kewajibannya sebagai konsumen kepada pelaku usaha dengan harapan pelaku usahapun dapat memenuhi kewajibannya dan konsumen mendapatkan hak yang seharusnya ia dapat di waktu yang tepat sesuai dengan perjanjan;
5) Dalam PPJB yang dibuat oleh PT. JRP bahwa PT. JRP akan menyerahkan bangunan rumah tinggal yang telah dibeli oleh MK dengan batas akhir penyerahan pada tanggal 27 Januari 2015, namun akan tetapi Pihak developer telah lalai dan tidak menepati janjinya untuk menyerahkan bangunan rumah pada tanggal 27 Januari 2015, sehingga MK merasa dirugikan akan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. JRP, karena MK merasa telah memenuhi kewajibannya sebagai konsumen perihal pembayaran biaya pembelian rumah;
6) Pihak developer beralasan bahwa developer terlambat menyerahkan bangunan rumah dikarenakan hal-hal diluar kendali dari pihak developer itu sendiri dan memohon kepada MK dapat bersabar menunggu sampai bangunan rumah tinggal itu selesai di renovasi oleh pihak developer.
7) Dan pada waktu developer telah dapat menyelesaikan pekerjaannya terkait kesiapan rumah untuk diserahkan kepada MK, dan mengundang MK untuk melakukan serah terima bangunan MK melihat beberapa bagian dalam rumah yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada MK dalam penawaran developer dalam brosurnya khususnya dibagian jendela ruang tengah, bagian dapur dan bagian tangga di ruang service;
8) Maka dalam hal tersebut MK tidak bersedia menerima bangunan rumah tersebut sebelum PT. JRP memperbaiki fasilitas rumah sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada MK dan setelah permintaan tersebut PT. JRP tetap tidak mengindahkan  keinginan MK akan tetapi justru mengundang kembali MK untuk melakukan serah terima bangunan rumah milik MK namun MK menolak sehingga diantara MK dengan PT. JRP tidak terjadi kesepakatan;
9) Sehingga pada akhirnya MK berniat ingin mengajukan gugatan kepada pengadilan mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. JRP atas keterlambatan penyerahan bangunan rumah tinggal yang telah MK beli kepada pihak PT. JRP dan MK melayangkan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) menggugat PT. JRP yang mana MK merasa dirinya dirugikan atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. JRP;
10) Dan maka atas gugatan yang diajukan MK kepada PT. JRP di BPSK, maka BPSK memutus dalam putusanya Nomor 03/Pts/BPSK-TANGSEL/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 yang amar putusannya sebagai berikut :
· Menyatakan PT. JRP telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, namun tidak hadir;
· Mengabulkan Permohonan MK sebagian tanpa dihadiri oleh PT. JRP;
· Menyatakan bahwa PT. JRP telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7, pasal 8, pasal 16, pasal 19 dan pasal 20;
· Memerintahkan kepada PT. JRP untuk membayar denda atas keterlambatan penyelesaian bangunan sebesar Rp. 37.367.000,00 sesuai dengan PPJB Nomor 0328/JRP/BJ/2013;
· Memerintahkan PT. JRP untuk melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahann Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan ini;
· Memerintahkan kepada PT. JRP untuk membayar biaya bunga yang telah dibayarkan Pemohon sebagai akibat keterlambatan biaya Akta Jual Beli, Balik Nama dan BPHTB sebesar Rp. 10.637.347,00;
· Memerintahkan kepada PT. JRP untuk menyelesaikan perbaikan berdasarkan complain MK dikarenakan tidak sesuai dengan janji yang dipromosikan melalui brosur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan BPSK dan/atau menggantinya sebesar Rp. 49.500.000 (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
· Memerintahkan kepada PT. JRP untuk membayar biaya sewa rumah kepada Pemohon sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah);
11) Akan tetapi MK tetap merasa keberatan bahwa terhadap amar Putusan BPSK tersebut, yang dianggapnya belum memberikan putusan yang sesuai dengan harapan, oleh karena itu MK mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang mengenai klausula baku denda keterlambatan, kalimat “dan/atau” dalam diktum putusan BPSK, ganti kerugian yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dan mengenai sanksi administratif ;
12) Maka dengan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang memberikan putusan untuk mengabulkan permohonan dari MK seluruhnya mengenai klausula baku denda keterlambatan, kalimat “dan/atau” dalam diktum putusan BPSK, ganti kerugian yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dan mengenai sanksi administratif ;
13) Akan tetapi atas keberatan-keberatan yang diajukan MK di muka Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana disebutkan diatas, pihak developer tidak terima sehingga PT. JRP mengajukan keberatan-keberatan yang dituangkannya dalam eksepsi di Pengadilan Negeri Tangerang terkait eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan, eksepsi Obscuur Libel, PT. JRP merasa keberatan yang diajukan MK itu merupakan keberatan yang diajukan dengan itikad buruk dan mengenai sanksi administratif, PT. JRP membantah jika mengenai tata cara penetapan sanksi administratif oleh majelis BPSK sampai dengan saat ini belum ada pengaturan perundang-undangan yang mengatur.
14) Pengadilan Negeri Tangerang menolak eksepsi dari PT. JRP, oleh Karena itu MK melanjutkan tekadnya untuk membawa kasus yang menimpa nya ini ke tingkat Banding di Pengadilan Tinggi agar dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mana dalam putusannya, Pengadilan Tinggi memberikan penolakan atas keberatan Pihak MK, dikarenakan pendapat hakim menerangkan penolakan ini disebabkan MK tidak berhasil  membuktikan gugatannya terhadap PT. JRP;
15) Sehingga upaya hukum selanjutnya yang MK lakukan adalah dengan mengajukan Kasasi di Tingkat Mahkamah Agung, sebagaimana ternyata MK mengajukan memori kasasi yang telah diajukan kepada PT. JRP pada tanggal 28 Juni 2016 dan Pihak PT. JRP pun telah mengajukan kontra memori kasasi  yang diterima oleh Pengadilan Negeri pada tanggal 29 Agustus 2016; 
16) Keberatan tersebut telah diterima oleh Mahkamah Agung karena hanya dengan pertimbangan hukum sesingkat itu sebagai dasar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup sehingga Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini;
17) Maka dengan diajukannya kasasi oleh MK ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan-pertimbangan serta amar putusan sebagaimana putusannya Nomor 930 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 yang mana dalam hal ini majelis hakim Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh MK.
1.  Putusan Hakim Pengadilan Negeri
1) Mengabulkan Permohonan dari MK untuk seluruhnya tanpa dihadiri PT. JRP;
2) Menyatakan bahwa PT. JRP telah melanggar Pasal 7, Pasal 8, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3) Menyatakan bahwa klausula baku yaitu pasal 4 ayat 2.3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 0328/JRP/BJ/2013 tanggal 27 Mei 2013 adalah batal demi hukum, karena telah melanggar Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal Kedua, juncto  Pasal II ayat 5 Lampiran Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah;
4) Menghukum Termohon untuk membayar denda keterlambatan penyerahan tanah dan bangunan rumah kepada Pemohon berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Lampiran Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah yaitu sebesar 2/1000 (dua per seribu) x Rp. 2.055.185.000,00  x jumlah hari keterlambatan penyerahan sejak tanggal 27 Jauri 2015 (tanggal jatuh tempo) sampai serah terima dilakukan oleh Termohon;
5) Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi biaya sewa rumah kepada Pemohon sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) per tahun x jumlah tahun keterlambatan penyerahan sejak tanggal 27 Januari 2015 (tanggal jatuh tempo) sampai serah terima dilakukan Termohon;
6) Menghukum Termohon untuk membayar biaya bunga atas biaya Akta Jual Beli, biaya balik nama sertifikat dan BPHTB yang telah dibayarkan Pemohon sebesar Rp. 100.601.000,00 (seratus juta enam ratus satu ribu rupiah) x jumlah bulan keterlambatan penyerahan sejak tanggal 27 Januari 2015 (tanggal jatuh tempo) sampai sertifikat hakk atas tanah beralih ke atas nama Pemohon;
7) Menghukum Termohon untuk membayar bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang telah dibayarkan Pemohon yaitu sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x jumlah bulan keterlambatan penyerahan sejak tanggal 27 Januari 2015 (tanggal jatuh tempo) sampai serah terima dilakukan oleh Termohon;
8) Menghukum Termohon untuk membayar penggantian biata transportasi anak ke sekolah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x jumlah bulan keterlambatan penyerahan bangunan penyerahan sejak tanggal 27 Januari 2015 (tanggal jatuh tempo) sampai serah terima dilakukan Termohon;
9) Menghukum Termohon untuk membayar biaya pengganti pekerjaan perbaikan bangunan rumah yang belum diselesaikan Termohon kepada Pemohon sebesar Rp. 49.500.000,00 (empat puluh sembian juta lima ratus ribu rupiah);
10) Menjatuhkan sanksi administratif kepada Termohon karena melanggar Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000.000,00  (dua ratus juta rupiah);
11) Memerintahkan Termohon untuk segera melaksanakan Akta Jual Beli atas tanah dan bangunan rumah yang menjadi Objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 0328/JRP/BJ/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan tidak menghilangkan hak Pemohon atas penggantian biaya, bunga dang anti rugi sesuai putusan ini;
12) Menetapkan memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon untuk menghadap Notaris/ PPAT serta Pejabat dan Instansi berwenang lainnya, bertindak untuk dan atas dirinya selaku penjual sekaligus pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli dan pengurusan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi Objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 0328/JRP/BJ/2013 tanggal 27 Mei 2013 dan dibalik nama ke atas nama Pemohon dengan seluruh pajak dan beban lainnya ditanggung oleh Termohon, seandainya diktum putusan angka 12 di atas tidak dilaksanakan Termohon;
13) Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
-Pada putusan hakim poin 3 diperoleh hal-hal yang merugikan konsumen sebagai berikut :
a. Jika dilihat dari pengertian klausula baku merupakan setiap ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen; 
· Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Perjanjian pengikatan jual beli ialah sebuah perjanjian pendahuluan yang dibuat sebelum dilaksanakannya perjanjian utama atau perjanjian pokoknya.
Pengertian perjanjian jual beli menurut beberapa ahli :
a.	Menurut R. Subekti, perjanjian pengikatan jual beli adalah :
“Perjanjian antar pihak penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang 
harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah sertifikat belum ada karena masih dalam proses dan/atau belum terjadi pelunasan harga(Subekti, 1979).
b.	Menurut Herlien Budiono, perjanjian pengikatan jual beli adalah :
“Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas” (Budiono, 2004).
Dalam perjanjian pengikatan jual beli, masing-masing pihak baik pihak penjual maupun pihak pembeli dituntut untuk melakukan satu atau lebih perstasi sebelum dilakukannya jual beli dikarenakan ada unsur-unsur yang belum terpenuhi.
Unsur-unsur yang belum dipenuhi tersebut yaitu :
a. Pembayaran atas objek jual beli belum dapat dilakukan secara lunas.
b. Surat-surat atau dokumen terkait obyek jual belimasihbelum lengkap.
c. Obyek atau bidang tanah belum dapat dikuasai oleh para pihak, pihak
penjual ataupun pihak pembeli, dalam hal ini pemilik asal ataupun pemilik baru.
d. Besaran obyek jual beli masih dalam pertimbangan para pihak.
Sebagaimana telah diterangkan tentang pengertiannya, maka kedudukan perjanjian pengikatan jual beli yang sebagai perjanjian pendahuluan, maka perjanjian pengikatan jual beli berfungsi untuk mempersiapkan atau bahkan memperkuat perjanjian utama atau pokok yang akan dilakukan, karena perjanjian pengikatan jual beli merupakan awal untuk lahirnya perjanjian pokoknya, serta menyelesaikan suatu hubungan hukum apabila hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian pengikatan jual beli telah dilaksanakan seutuhnya (Budiono, 2004).
· Fungsi Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Perjanjian pengikatan jual beli yang merupakan perjanjian pendahuluan dari perjanjian pokoknya memiliki beberapa fungsi meliputi:
b. Menjadi pengikat harga sebelum dibuatnya Akta Jual Beli (AJB)
c. Dapat memperoleh hak kepemilikan Obyek Jual Beli sebelum dibuatnya Akta Jual Beli (AJB) dibuat.
d. Dapat mempermudah transaksi jual beli terhadap kedua belah pihak, karena telah dilakukan perjanjian pendahuluan.
Maka perjanjian pengikatan jual beli memiliki fungsi untuk mempersiapkan, menegaskan bahkan memperkuat perjanjian utama atau perjanjian pokoknya yang akan dilakukan karena perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian awal untuk lahirnya perjanjian pokoknya.
· Isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Isi dari perjanjian pengikatan jual beli berupa kesepakatan atau ketentuan tentang pemenuhan terhadap syarat-syarat dalam perjanjian jual beli seperti kesepakatan untuk melakukan pengurusan dokumen terkait obyek jual beli sebelum jual beli dilakukan atau kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. PPJB adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon penjual dan calon pembeli suatu tanah/bangunan sebagai pengikatan awal sebelum para pihak membuat Akta Jual Beli (“AJB”) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).  Biasanya PPJB akan dibuat para pihak karena adanya syarat-syarat atau keadaan-keadaan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh Para Pihak sebelum melakukan AJB di hadapan PPAT. Dengan demikian PPJB tidak dapat disamakan dengan AJB yang merupakan bukti pengalihan hak atas tanah/bangunan dari penjual kepada pembeli. (Albert Aries, S.H., 2014).
· Bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian yang lahir dari kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi berisi tentan kesepakatan para pihak, yang masih sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Lahirnya perjanjian pengikatan jual beli karena kebutuhan dan tidak diatur secara tegas dalam bentuk peraturan perundang-undangan maka perjanjian pengikatan jual beli tidak mempunyai bentuk tertentu dengan kata lain perjanjian pengikatan jual beli ini berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya dapat disesuaikan dengan kesepakatan para pihak.
b. Jika dilihat dari pengertian perjanjian itu sendiri pada pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh pihak terkait;
c. Jika dilihat dari Kepmenpera Nomor 09/KPTS/N/1995 tentang pedoman pengikatan jual beli rumah yang menyatakan bahwa pelaku usaha harus mengikuti peraturan Kepmenpera dalam melakukan transaksi jual beli rumah yang mana jika penjual lalai menyerahkan tanah dan bangunan  rumah tepat waktu seperti yang diperjanjikan kepada pembeli, diwajibkan membayar denda keterlambatan penyerahan tersebut sebesar 2/1000 dari jumlah total harga tanah dan bangunan rumah untuk setiap hari;
d. Maka dari 3 pengertian tersebut di atas PT. JRP telah melanggar pasal 18 Ayat 1 UUPK, karena dalam hal ganti kerugian seharusnya PT. JRP mengacu pada pasal 2 Kepmenpera bukan justru membuat klausula baku dalam perjanjian secara sepihak tanpa kesepakatan antara kedua belah pihak.
-Pada putusan hakim poin 5,6,7 dan 8, seharusnya dalam hal ini Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap PT. JRP baik untuk membayar denda keterlambatan penyerahan tanah dan bangunan rumah, membayar ganti rugi biaya sewa rumah, membayar biaya bunga atas biaya Akta Jual Beli, Balik nama sertifikat dan BPHTB, serta membayar bunga kredit kepemilikan rumah kepada MK, akan tetapi jumlah kompensasi yang harus dibayarkan oleh PT. JRP kepada MK menimbulkan ketidakpastian hukum karena klausul mengenai jumlah kompensasi yang dinyatakan dalam putusan tersebut tidak ditegaskan oleh Majelis Hakim.
Pihak yang melakukan wanprestasi yang dapat mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita dengan cara - cara yang ditentukan oleh Undang – Undang yaitu :
a. Pemberitahuan atau somasi
Hal ini terjadi apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang akan dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya.
b. Sesuai dengan perjanjian
Hal ini terjadi jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut (Miru, 2005).
Perihal ganti rugi dalam wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu :
“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.
Dengan demikian pada dasarnya, ganti - kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ganti kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu : 
1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata– nyata telah dikeluarkan.
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang - barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai (HS, 2013).
Undang-undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut:
a. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut Pasal 1247 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, debitur hanya diwajibkan membayar ganti - kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.
b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti - kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.
-Maka, putusan Majelis Hakim BPSK dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam hal perlindungan konsumen mengenai hak-hak konsumen Majelis Hakim  telah melindungi hak-hak konsumen namun akan tetapi hanya sebagian hak yang dikabulkan sehingga tidak secara menyeluruh permohonan MK dikabulkan padahal jika dilihat mengenai hak konsumen pada poin 8, konsumen berhak mendapat kompensasi ganti rugi atas keterlambatan penyerahan bangunan rumah yang dilakukan oleh pihak developer sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang dan BPSK yang menghukum PT. JRP untuk memberikan kompensasi ganti kerugian keterlambatan penyelesaian bangunan rumah sebagaimana isi perjanjian pihak konsumen dengan pelaku usaha yakni sejumlah Rp. 37.367.000,- , menghukum PT. JRP untuk membayar biaya bunga yang telah dibayarkan konsumen akibat keterlambatan biaya akta jual beli, Balik Nama dan BPHTB sebesar Rp. 10.637.347,-, menghukum PT. JRP membayar ganti kerugian atas komplain konsumen terhadap perbedaan janji pelaku usaha dengan rumah pada fisiknya, menghukum PT. JRP untuk membayar sewa rumah Rp.42.000.000,-.
· Pengertian Konsumen
	Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah :
	“Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”
	Pendapat lain merumuskan, bahwa konsumen adalah setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk, atau pelayanan dan kegiatan tanpa memperhatikan apabila ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau publik, atau apakah ia berbuat sendiri ataukah secara kolektif (Rosmawati, 2018). 
· Pengertian Perlindungan Konsumen 
	Pengertian Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :
	“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.
	Menurut Business English Dictionary, perlindungan konsumen adalah Protecting Consumer Against Unfair Or Illegal Traders. Sementara BlecksLaw Dictionary mendefinisikan a statue that safeguards consumer in the use goods and services. Perlindungan konsumen adalah istilah hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri (Rosmawati, 2018).
· Hak Konsumen 
Hak-hak konsumen yang tertera pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan dimana hak-hak konsumen adalah sebagai berikut (Budiono, 2004): 
1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi. Penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kesembilan hak konsumen tersebut yang makin perlu secara kontinu disosialisasikan kembali oleh pembisnis bersama media, YLKI, penegak hukum, pengacara dan pengamat.
· Kewajiban Konsumen
Menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut : 
1.	Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
2.	Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3.	Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4.	Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
· Hak-Hak Pelaku Usaha 
Konsumen selain perlu memahami hak dan kewajibannya juga perlu mengetahui hak-hak dari pelaku usaha agar dapat memahami kedudukannya serta menempatkannya secara proporsional, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak pelaku usaha adalah (Budiono, 2004):
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
· Kewajiban Pelaku Usaha 
Adapun kewajiban dari pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah (Budiono, 2004):
1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau/garansi yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diteima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Meskipun hak dan kewajiban konsumen sudah sangat jelas seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun demikian sering pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya.
2.  Putusan Mahkamah Agung Nomor 930 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Pertimbangan Hakim :
Bahwa keberatan yang diajukan oleh Termohon sebagaimana memori kasasi tanggal 23 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan  Judec Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tangerang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Bahwa alasan-alasan Pemohon keberatan atas putusan BPSK tidak berdasarkan hukum sehingga tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tolak;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa ternyata Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 207/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Tng., tanggal 30 Mei 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MERY KURNIATY tersebut harus ditolak;
3. Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon ditolak, maka Pemohon Kasasi/ Pemohon harus dihukum  untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini.
4. Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangg  Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan-undangan lain yang bersangkutan.
Amar Putusan
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MK tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).
-Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 930 K/Pdt. Sus-BPSK/2016, Penulis akan menganalisa hal-hal sebagai berikut :
1) Menurut analisa penulis bahwa terhadap pertimbangan Hakim tersebut di atas Majelis Hakim menolak kasasi yang diajukan oleh MK, akan tetapi Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya poin 2 alasan-menyatakan Putusan BPSK digantikan oleh Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dan dalam pertimbangannya poin 3 menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak bertentangan dengan hukum oleh karena dalam tingkat kasasi Permohonan MK ditolak akan tetapi Mahkamah Agung menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang berlaku untuk dapat dilaksanakan putusannya oleh masing-masing pihak dalam sengketa.
2) Menurut analisa Penulis, pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung telah sesuai dengan apa yang seharusnya konsumen dapatkan, karena dengan adanya permasalahan sengketa antara PT. JRP dengan MK menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen baik secara materil maupun non materil, dengan ini sudah sewajarnya PT. JRP memberikan kompensasi ganti rugi atas keterlambatan penyerahan tanah dan bangunan rumah kepada pihak konsumen dan meminta kepada Majelis Hakim agar PT. JRP dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan putusan BPSK diktum ketiga yang menyatakan PT. JRP melanggar pasal 19 UUPK, sesuai dengan pelanggaran pasal 19 tersebut dalam pasal 60 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 tersebut dan penetapan ganti rugi sanksi administratif paling banyak Rp. 200.000.000,-.
Adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam putusan BPSK, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah agung disebabkan karena setiap Peradilan dalam mengadili perkara memiliki acuan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada dan digunakan secara umum, akan tetapi adanya perbedaan pertimbangan dan putusan hakim dalam memutus perkara dari berbagai tingkat Peradilan karena dalam membuat pertimbangan dan memutus suatu perkara, selain mengacu pada peraturan perundang-undangan pertimbangan dan putusan hakim juga ditentukan dari keyakinan Majelis Hakim itu sendiri.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan bentuk upaya hukum yang harus ditempuh oleh Konsumen guna melindungi hak-haknya sebagai konsumen sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memberikan perlindungan kepada konsumen seluruhnya, akan tetapi jika dalam Peradilan hak konsumen belum dipenuhi secara menyeluruh maka sebaiknya Pihak Konsumen dapat melakukan upaya hukum lain dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Umum dengan mengacu pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang membahas mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen agar dalam melakukan perbuatan hukum, konsumen memiliki kekuatan hukum terkait hak-hak yang seharusnya konsumen dapatkan sesuai dengan isi dalam suatu perjanjian dengan memperhatikan 3 syarat mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 yaitu sebagai berikut:
1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2) Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Sebaiknya pertimbangan Hakim dalam memutus putusan Nomor 930 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dapat memperhatikan kerugian yang dialami konsumen tidak hanya materil tetapi konsumen mengalami kerugian moril dalam hal penyelesaian sengketa konsumen ini, yang dapat diselesaikan pihak konsumen dengan mengajukan upaya hukum melalui Peradilan Umum guna mendapatkan perlindungan hukum selain memperhatikan Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetapi memperhatikan juga Peraturan Perundang-Undangan lain yang mengatur hal-hal terkait Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Pelaku Usaha agar tidak menimbulkan perselisihan atas perbedaan berbagai Peradilan dalam mengambil keputusan, karena pihak konsumen harus dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dalam mengajukan gugatan perdata harus diteliti dan hati-hati menulis isi gugatannya, gugatan tersebut harus benar dan diuraikan secara lengkap  oleh pihak konsumen.

D. Simpulan
Dalam hal ini hak konsumen telah dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 walaupun tidak secara menyeluruh baik dalam hal mendapatkan kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian akibat barang dan/atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Serta dalam hal lain mengenai perlindungan hak konsumen, konsumen telah mendapatkan perlindungan terhadap hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, akan tetapi ada beberapa hak yang seharusnya juga menjadi hak konsumen tetapi belum terpenuhi sebagaimana dilihat dari Pasal 4 huruf b, Pasal 4 huruf c dan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, adalah sebagai berikut :
a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi. Penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentan peraturan perundang-undangan lainnya. Kesembilan hak konsumen tersebut yang makin perlu secara kontinu disosialisasikan kembali oleh pembisnis bersama media, YLKI, penegak hukum, pengacara dan pengamat.
Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 930 K/Pdt.Sus-BPSK/2016  menegaskan keputusan BPSK dan Pengadilan Negeri Tangerang yang dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa suatu kasus sengketa konsumen untuk dapat memasuki peradilan umum harus memenuhi 3 syarat sebagaimana tertuang dalam pasal  6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK yang mana hal ini merupakan alasan Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak Kasasi Pemohon. Sehingga para pihak harus tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang amar putusannya sebagaimana telah disebutkan diatas.
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